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Daam rangka memasuki era globalisasi diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di
kalangan dunia usaha, bentuk-bentuk alih teknologi dilakukan dengan berbagai cara, seperti hak untuk
menggunakan intelectual property, technical advise dan sebagainya baik dari pihak asing maupun domestik.
Untuk itu pemakai hak/pemakai jasa harus membayar royalti atau imbalan jasa teknik.

Pembayaran royalti dan imbalan jasa teknik itu sendiri merupakan obyek pengenaan Pajak Penghasilan
(PPh) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (khususnya dari PPh) secara berarti. Namun
dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi dispute antara Wgjib Pgjak dengan fiskus dalam
menentukan royalti (khususnya yang berupainformasi) dan imbalan jasa teknik sebagai obyek pajak (PPh),
sehingga berpengaruh pada treatment (perlakuan pemajakan) antara keduanya. Hal ini menyebabkan tingkat
kepastian hukum mengenai hal tersebut menjadi kurang terjamin dan dapat menimbulkan penghindaran
maupun penyelundupan pajak.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas perbedaan antararoyalti dan imbalan jasa teknik,
perlakuan pengenaan PPh antara keduanya serta menguraikan permasal ahan-permasal ahan yang timbul
sekaligus mencari jalan keluarnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan
teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi |apangan'melalui wawancara dengan pihak-
pihak terkait.

Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa royalti dan imbalan jasa teknik sebenarnya merupakan
obyek pagjak yang sangat potensial, namun belum tergali secara maksimal, karena terhambat oleh kendala
pemahaman yang belum merata mengenai pengetahuan perpajakan yang menyangkut masalah-masalah
khusus di kalangan petugas, serta belum adanya surat edaran/penegasan lebih lanjut yang lebih terperinci
mengenai royati dan imbalan jasa teknik. Hal ini menyebabkan baik petugas pajak maupun wajib pajak
membuat penafsiran sendiri-sendiri yang cenderung menguntungkannya. Untuk menjamin kepastian hukum,
sebaiknya dibuat surat edaran khusus yang menjelaskan mengenai perbedaan dan ciri-ciri khusus antara
royalti dan imbalan jasa teknik disertai dengan contoh-contohnya. Sedangkan untuk meningkatkan
keseragaman. pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus, sebaiknya dilakukan
pendidikan khusus secara periodik dan berkesinambungan.
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